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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-
Nya, Laporan Pembangunan Zona Integritas BBPP Ketindan ini dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen BBPP
Ketindan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan
akuntabel, serta sebagai upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Pembangunan Zona Integritas merupakan proses perubahan yang menyeluruh,
mencakup penguatan sistem, budaya kerja, serta perilsku aparatur. Dalam
pelaksanaannya, masih terdapat tantangan, antara lain perbedaan dan keterbatasan
pemahaman terhadap beberapa aspek Pembangunan Zona Integritas. Oleh karena
itu, laporan ini disusun untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan, mengidentifikasi
permasalahan, serta merumuskan upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan di
BBPP Ketindan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas, sekaligus mendorong terwujudnya komitmen bersama
seluruh pegawai BBPP Ketindan dalam mendukung pencapaian Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu,
saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan
pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di masa yang akan datang. Akhir kata,
kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam
penyusunan dan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di BEPP Ketindan.

Malang, 15 Desember 2025

> mpr Besar Pelatihan

: _.h i .;,
‘NUftiFQomariyah, S.S0s.. M. Si
NIP 186910232002122001
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah langkah konkret
pemerintah dalam mencegah dan memberantas prakiik Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah
korupsi dengan strateqi yang jelas, seperti yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal
sehingga dibutuhkan upaya pelaksanaan bersama dan bersinergi oleh
Kementernan, Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan lainnya dan
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera.
Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2021
Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah bahwa
untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintah yang bersih dan
akuntabel serta kualitas pelayanan public yang prima perlu melakukan
pembangunan zona integritas pada unit kerja/ satuan kerja di instansi pemerintah,
salah satunya yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan.
Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korups| (WBK) di
lingkungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan mengacu pada
enam area perubahan yang ditetapkan yailu 1) Manajemen Perubahan, 2)
Penataan Tatalaksana, 3) Penataan Sistern Manajemen Sumber Daya Manusia
Aparatur, 4) Penguatan Akuntabilitas, 5) Pengualan Pengawasan dan 6)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



1.2.Maksud dan Tujuan

1. Laporan pelaksanaan pembangunan zona integritas ini dimaksudkan sebagai
bentuk akuntabilitas Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dalam
pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),

2. Tujuan laporan pelaksanaan pembangunan zona integritas ini adalah
memberikan informasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBEM) di lingkungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan.

1.3.Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tentang
Kementerian Pertanian;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menterni
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Unit Pelaksana
Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian.



BAB I
HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Hasil Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Besar
Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja
yang telah ditetapkan. Proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
dilakukan secara masif pada masing-masing area perubahan Pelaksanaan
rencana kerja dilakukan secara paralel oleh penanggung jawab area perubahan
berdasarkan tim kerja pembangunan Zona Integritas. Berdasarkan hasil penilaian
mandiri melalui Lembar Kerja Evaluasi Zona Inlegritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan memperoleh nilai
evaluasi 80.53 dengan rincian nilai per area sebagai berikut;
Tabel 1. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) BBPP Ketindan Tahun 2025
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NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 90.53
Berikut hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan
. KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan
Manajemen Perubahan ini bertujuan untuk mentransformasi sistem dan
mekanisme kera organisasi serta (pola pikir) dan culture set (cara kena)
individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan
berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan
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kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Target yang ingin dicapai

pada area Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada BBPP Ketindan yang
diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM,

Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya
resistensi terhadap perubahan;

Terimplementasinya Core Value ASN BerAKHLAK (Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan
Kolaboratif) di BBPP Ketindan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona

Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a.

Peneniuan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
Tim kerja telah disusun dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala
Balal Nomor 18/Kpts/PW.410/1.14 1/01/2025 tentang Penetapan Tim Zona
integntas BBPP Ketindan Tahun 2025 Tim kerja disusun berdasarkan
mekanisme yang jelas dan di bahas dalam rapat pembentukan tim yang
dilaksanakan pada tanggal 17 Januar 2025.

Gambar 1. Rapat Penentuan Tim ZI BBPP Ketindan Tahun 2025

Rencana Pembangunan Zona Integritas

Dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas telah disusun dan
ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2025. Pembangunan zona integritas
juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media
sosial penggunaan pin anti korupsi dan pelaksanaan kegiatan apel pagi
yang dilakukan pada hari senin dan rabu.



Gambar 2. Rapat Pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Zi BBPP
Ketindan Tahun 2025

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pembangunan zona integritas,
Kepala BBPP Ketindan bersama seluruh pegawai BBPP Ketindan telah
melakukan penandatatanganan pakta integritas untuk mendukung
pembangunan zona integritas di lingkungan BBPP Ketindan

Gambar 3. Pakta Integritas BBPP Ketindan
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¢. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
Dilakukan monitoring dan evaluasi pada enam area pembangunan zona
integritas setiap triwulan guna memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai
dengan jadwal dan rencana kerja pembangunan zona integritas.



Gambar 4. Rapat Monitonng dan Evaluas Pembangunan £ BBPP Ketindan

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
BBPP Ketindan telah menerapkan nilai budaya kerja “BerAKHLAK™.
Implementasi nilai ASN BerAKHLAK di lingkungan BBPP Ketindan
memiliki kekuatan untuk membangun budaya kerja yang positif dan sehal.
Nilai-nilai tersebut membantu membangun kepercayaan, saling
menghormati, dan mendorong integritas di antara Pimpinan dan Pegawai.

Gambar 5. Sosialisasi BerAKHLAK

Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan
zona Integritas di lingkungan BBPP Ketindan. Adapun kegiatan pimpinan
yang telah dilaksanakan sebagai berikul pelaksanaan Gerakan Sholat
Berjamaah Tepat Wakiu "Gema Tepat”, Pencanangan Zona Hijau,
Penanaman Padi bersama dalam rangka mendukung Swasembada
Pangan, Penandatangan Pakta Integritas, Pencanangan Pojok Literasi,
Pembina Apel Pagi, dan Inisiator kegiatan Rapim On The Spot (ROTS).



Gambar 8. Rapim On The Spot (ROTS) BBPP Ketindan

T T

WS 5,
Pemilihan agen perubahan di lingkungan BBPP Ketindan telah dilakukan
dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Nomor 1/Kpts/OT.240
1.14.1/02/2025 tentang Agen Perubahan Lingkup BBPP Ketindan Tahun
2025 atas nama Uli Mahendra Kurniawan. S.Kom., M.Kom.

Gambar 7. Kegiatan Agen Perubahan BBPP Ketindan

2. Penataan Tatalaksana

Penataan tata laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan

terukur. Indikator dilakukannya penataan tata laksana ini adalah tersusunnya

prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama, e-office, dan

keterbukaan informasi publik. Target yang ingin dicapai pada area Penataan

Tatalaksana adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di BBPP Ketindan;

2) Meningkainya efisiensi dan afektivitas proses manajemen pemerintahan di
BBPP Ketindan;

3) Meningkatnya kinerja BBPP Ketindan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona

Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:



a. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPP Ketindan terutama pada
kegiatan utama penyelengagaraan pelatihan felah menerapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada proses bisnis serta
dalam rangka pelayanan prima |uga dibentuk system aplikasi guna
mempercepal proses pembenan pelayanan seperti Lapor Pak untuk
layanan permohonan PKL/ Magang, Halowid untuk layanan Konsultasi
Agribisnis dan Sahabat Integritas untuk layanan aduan apabila terdapat
penyelewengan.
(Gambar 8. SOP Layanan Permohonan PKL/Magang BBPP Ketindan
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b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

» Pengukuran Kinerja menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi
Mylntress, EMonev, ESAKIP, SIMAN, LP5 — LP8/10, SAKTI, SMART,
CORETAX dan SIMPONI,

* Operasionalisasi Manajeman SDM menggunakan teknologi informasi
seperti EFormasi, SIASN, SIMASN, SINERGI, HRIS (Human Resource
Information System);

* Pemberian Layanan Publik menggunakan teknologi informasi seperti
SIMPHONI EMAS, PINTERTANI, LMS, SIPEPSI. Halowid, Lapor Pak,
Srikandi.

¢. Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infornasi

Publik, BBPP Ketindan telah menetapkan Keputusan Kepala BBPP

Ketindan Nomor 12/Kpts/HM.130/1.14.1/02/2025 tentang Tim PID dan

Website dan penetapan Daftar Informasi Publik yang tertuang di Keputusan



Kepala BBPP Ketindan Nomor 02/Kpts/HM. 130/1.15.1/06/2025 tentang
Dafiar Informasi Publik Tahun 2025 sejumlah 35 Informasi.

Pada Tahun 2024 BBPP Ketindan memperoleh Penghargaan Peringkat 5
Unit Kerja Eselon Il Kategori Informatif dan Penghargaan Penderasan
Informasi Publik Terbaik Ill. Tahun 2025 BBPP Ketindan masuk 10 Besar
Unit Kerja Eselon |1 Kategori Informatif dan 10 Besar Petugas PPID Terbaik
a.n. Nadif limiah, S.P. (masih proses pemenngkatan)

Gambar 9. Penghargaan Penngkat 5 Kategor Informatif dan Peringkat 3
Penderasan Informasi Tahun 2024
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3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan Sistem Managjemen SDM ini beriujuan untuk meningkatkan

profesionalisme SDM di BBPP Ketindan. Target yang ingin dicapai pada area

Penataan Sistem Manajemen SDM adalah sebagai berikut .

1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelclaan SDM aparatur BBPP
Ketindan;

2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelalaan SDM aparatur
BBPP Ketindan,

3) Meningkatnya disiplin SDM aparatur BBPP Ketindan,



4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur BEPP Ketindan,

5) Meningkatnya profesionalisme SOM BBPP Ketindan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona

Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan mengacu
pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing jabatan
dibuktikan dengan Dokumen Analisis Jabatan, Dokumen Analisis Beban
Kerna, dan Dokumen Peta Jabatan. Selanjutnya telah dilaksanakan
Pengusulan formasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran, perpindahan jabatan lain dari jabatan pelaksana ke jabatan
fungsional sebanyak 3 pegawai dan dilakukan bimbingan kinerja untuk
jabatan pelaksana yang naik kelas jabatan dari kelas jabatan 6 ke kelas
jabatan 7. Selain itu Pengadaan tahun 2025 terdapat pegawai baru yang
masuk ke BBPP Ketindan dengan rincian 3 CPNS, 5 PPPK Tahap 1, 21
PPPK Tahap 2 dan 1 PPPK Paruh Waktu.

Gambar 10. Usulan Peta Jabatan BBPP Ketindan Tahun 2025
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b. Pola Mutasi Internal
BBPP Ketindan telah melakukan pengembangan karir pegawai melalui
mutasi intemal dalam unit kerja. Berdasarkan Keputusan Kepala BBPP
Ketindan Nomor 08/Kpts/OT.210/1.14.1/01/2025 tentang Penetapan
Pemangku Jabatan BBPP Ketindan tanggal 3 Januarn 2025 telah dilakukan
mutasi intermal atas nama Suparjo, SST. Selain itu juga dilakukan rotasi
internal Ketua Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur, Sertifikasi
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Profesi dan LKPIA, Program dan Kerjasama serta Evaluasi dan Pelaporan
berdasarkan Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 183/Kpts/KP.230
1109/2025 tanggal 16 September 2025.
. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
BBPP Ketindan telah menetapkan Petunjuk Teknis Training Need Analysis
berdasarkan Keputusan Kepala BBPP Ketindan Nomor 11/Kpts/KP.010/
1.16,1/2/2025 tentang Petunjuk Teknis dan Tim' Pelaksana TNA dan telah
dilakukan analisis kebutuhan pelatihan.
Selanjutnya disusun rencana pengembangan kompetensi berdasarkan
Training Need Analysis, mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja
pegawai dan kesenjangan kompetensi dengan standar kompetensi masing
masing jabatan.
Dalam pengembangan kompetensi, pegawali BBPP Ketindan telah
memperoleh kesempatan/ hak yang sama untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan maupun pengembangan kompetensi lainnya. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan grafik kenaikan jumliah pegawai yang telah mengikuti
pengembangan kompelensi sampai dengan November 2025,

Gambar 11. Grafik Jumlah Pengembangan Kompetensi s.d, November 2025
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. Penetapan Kinerja Individu

Seluruh pegawal BBPP Ketindan setiap tahunnya melakukan penetapan
kinerja individu dalam bentuk Perjanjian Kerja dan Rencana Aksi. Ukuran
kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan Iindikator kinerja individu
level diatasnya dengan melakukan Cascading Kinerja melalui Matrik Peran
Hasil (MPH). Adapun pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
melalul aplikasi dashboard sinergi pertanian.go.id.
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Gambar 12. Penetapan Kinerja dan MPH BBPP Ketindan Tahun 2025

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

BBPP Ketindan telah menerapkan penegakan aturan disiplin/ kode etik/

kode perilaku pegawai antara lain:

» Telah ditetapkan Keputusan Kepala BBPP Katindan Nomor
21/Kpts/OT.080/1,14.1/01/2025 tentang Pedoman Pemberian Reward
dan Punishment BBPP Ketindan:

» Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjatuhan Hukuman
Disiplin PNS;

» Dilakukan sosialisasi dan internalisasi Disiplin ASN baik secara
langsung melalui Kegiatan Apel Pagi (Senin dan Rabu) ataupun melalui
media sosial dan media cstak;

« Dilakukan pemotongan tunjangan kinerja apabila terdapat pegawai yang
melanggar ketentuan jam kerja;

« Dibentuk sistem Human Resource Information System (HRIS) BBPP
Ketindan terdapat menu akumulasi keterlambatan masing masing
pegawal.

f Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem informasi kepegawaian menggunakan teknologi informasi seperti

EFormasi, SIASN, SIMASN, SINERGI, HRIS (Human Resource

Information System HRIS).

. Penguatan Akuntabilitas

FPenguatan Akuntabilitas ini berlujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja BBPP Ketindan. Keterlibatan pimpinan akan menjadi
pendorong dalam tercapainya tujuan organisasi, pada area ini Kepala BBPP
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Ketindan terlibal secara langsung dalam penyusunan Perencanaan seperti

penyusunan RKA-KL, RKT dan Rencana Strategis seria terfibat langsung

dalam penyusunan penetapan kinerja. Selanjutnya Kepala BBPP Keatindan

pun memantau pencapaian kinerja secara berkala. Adapun target yang ingin

dicapal pada area Penguatan Akuntabilitas adalah sebagai berikut

1) Meningkatnya kinerja BBPP Ketindan;

2) Menmingkatnya akuntabilitas BBPP Ketindan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona

Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Keterlibatan Pimpinan
Kepala BBPP Ketindan terlibat dalam penyusunan perencanaan,
penetapan kinerja dan pemantauan kinena pegawai BBPP Ketindan.
Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu 1) Penandatanganan dan
Penetapan Perjanjian Kinerja {ahun 2025 dengan 4 sasaran kegiatan
utama, 2) Mengikuti penyusunan RKAKL Tahun Anggaran 2025 pada
tanggal 18 — 19 Juli 2025, 3) Mengikuti reviu APJP dan finalisasi RKAKL
Alokasi Anggaran Tahun 2026 pada tanggal 4 — 6 Agustus 2025 di Mustani
dan 3 - 6 Oktober 2025 di Polbangtan Bogor, 4) Kegiatan Rapat Intemal
lainnya, seperti Rapat penarikan anggatan dan dilanjut pembahasan
kegiatan BBPP Ketindan Tahun Anggaran 2025, Rapat percepatan
realisasi anggaran, Rapat perencanaan revisi PNBP dan rapat lainnya.

Gambar 13. Kegiatan Rapal Perencanaan Kinerja Tahun 2025

b. Pengelolean Akuntabilitas Kinerja
BBPP Ketindan teiah menyusun dokumen perencanaan yang dibuktikan
dengan dokumen dokumen sabagai berikut :
= Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025,
« Dokumen Indikator Kinerja Utama;
« Dokumen DIPA Tahun Anggaran 2025,
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« Dokumen POK/RKAKL/ Draft Renstra Tahun 2025;

» Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025; dan

+ Matrik Peran Hasil (MPH) Tahun 2025,

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja BBPP Ketindan dituangkan
dalam Laporan Pengukuran Kinerja yang telah disusun setiap triwulan,
Pengukuran kinerja bukan hanya sekadar aklivitas penilaian, melainkan
bagian intenal dar manajemen kinerja organisasi yang bertujuan
mewujudkan tata kelola yang baik (good govermance), akuntabel,
transparan, dan berorientasi hasil (resulf-onented management).

5. Penguatan Pengawasan
Target yang ingin dicapai pada area Penguatan Pengawasan adalah sebagai
berikut :
1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di BBPP
Ketindan;
2) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di BBPP Ketindan;
3) Meningkatnya sistem integritas di BBPP Ketindan dalam upaya
pencegahan KKN
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona
Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai benkut:
a Pengendalian Gratifikasi
BBPP Ketindan telah melaksanakan kegiatan public campaign
pengendalian gratifikasi diantaranya
» Penetapan Kepulusan HKepala BBPP Ketindan Nomor
14/Kpts/PW.430/1.14 1/01/2025 tentang Penetapan Tim  Unit
Pengendalian Gratifikasi BEPP Ketindan Tahun 2025;
« Sosialisasi dan internalisasi melalul apel pagi yang dilaksanakan setiap
hari sanin dan rabu;
« Penandatanganan komitmen anli korupsi kepada seluruh pegawai
BBPP Ketindan;
+ Pembuatan dan penyebaran fiyer/ infografis/ video anti korupsi di
media sosial dan media cetak;
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» Pelagksanaan survey integritas kepada seluruh pegawai BBPP
Ketindan.
Gambar 14, Public campaign anti KKN melalui media sosial dan media

cetak Tahun 2025
===

Ketindan

b. Penerapan SPIP

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BBPP

Ketindan diantaranya :

« Penetapan Keputusan Kepala BBPP  Ketindan  Nomor
10/Kpts/PW 420/1.14.1/01/2025 tentang Penetapan Tim Satuan
Pelaksana Pengendalian Internal BBPP Ketindan Tahun 2025,

» Dilakukan identifikasi resiko disetiap tim kerja;

¢ Tersertifikasinya IS0 37001.2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

« Dilakukan pencatatan pada logbook hadiah, kemurahan hati,
sumbangan dan keuntungan serupa yang didokumentasikan setiap
Irwulan sekali oleh Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan setiap
bulan dan direkap oleh Ketua Kelompok Substansi Program dan

Evaluasi setiap triwuian,

15



Gambar 15. Sertifikat ISO 37001:2016 Tahun 2025

Y AN
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¢. Pengaduan Masyarakat
BBPF Ketindan terbuka apabila pengguna jasa/ masyarakat tidak puas
atas layanan yang diberikan oleh BBPP Ketindan, pengguna |asal
masyarakat dapat melaporkan melalu telepon, surat, email, kotak saran
dan aplikasi E-Dumas BBPP Ketindan,
Gambar 16. Portal Pengaduan Masyarakat BBPP Ketindan

ot

Pengaduan masyarakat yang diterima BBPP Ketindan telah ditindaklanjuti

UMAS

yang disampaikan dalam Laporan penanganan pengaduan masyarakat
(dumas) yang disusun setiap triwulan.

d. Penanganan Benturan Kepentingan
BBPP Ketindan telah melaksanakan kegiatan penanganan benturan
kepentingan diantaranya

® Penetapan Keputusan Kepala BEPPFP Ketindan  Nomor
22/Kpts/PW.120/1.14/1/2025 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas
Penanganan Benturan Kepentingan BBPP Ketindan Tahun 2025;

* Menyelenggarakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan

melalui media sosial dan media cetak,
s Telah dilakukan identifikasi benturan kepentingan,
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* Dilakukan monitoring dan evaluasi serta findak lanjut benturan
kepentingan yang disusun setiap semester.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada

BBPF Ketindan Standar pelayanan publik pada BBPP Ketindan meliputi

Penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian, Penyelenggaraan kerjasama

(ketenagaan) pelatihan, Sertifikasi profesi di bidang peranian dan Layanan

pendukung di bidang pertanian seperti Pemanfaatan Teknologi dan Informasi,

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana/ Penyewaan Mess dan Auditorium/Hall,

Konsultasi Agribisnis, Magang/ Praklek Kerja Lapang (PKL), Studi Banding,

Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PID) dan Eduwisata Target yang

ingin dicapai pada area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai

berikut:

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman
dan mudah dijangkau;

2) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik di BBPP Ketindan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona

Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut.

a Standar Pelayanan

Beberapa kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya standar

pelayanan di BBPP Ketindan antara lain :

* Penetapan Keputusan  Kepala BBPP  Ketindan Nomaor
B/Kpts/OT.080/.14.1/11/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan
Publik BBEPP Ketindan;

* Adanya Maklumat pelayanan baik dalam bentuk media cetak maupun
media social;

» Reviu perbaikan standar pelayanan yang dilaksanakan setiap setahun
sekali melalui Forum Konsultasi Publik (terakhir dilaksanakan pada
tanggal 7 November 2025 di Aula BBPP Ketindan),

« Publikasi pemberitaan di berbagai media (sampai dengan November
2025 sebanyak B69 berita yang telah terpublish di berbagai media),
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» Dilakukan penderasan informasi melalui Like, Comment and Share pada
postingan informasi akun media sosial BBPP Ketindan, BPPSDMP dan
Kementerian Pertanian.

« Pada Tahun 2024 BBPP Ketindan memperoleh Penghargaan Peringkat
5 Unit Kerja Eselon || Kategori Informatif dan Penghargaan Penderasan
Informasi Publik Terbaik Ill. Sedangkan pada tahun 2025 BBPP
Ketindan masuk 10 Besar Unit Kerja Eselon |1 Kategori Informatif dan 10
Besar Petugas PPID Terbaik a.n. Nadif limiah, S.P. (masih proses
pemanngkatan) dan penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
(KIPP) Tahun 2025 "Micessla".

Gambar 17. Penghargaan BBPP Ketindan Tahun 2025

b. Budaya Pelayanan Pnma

Beberapa kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya budaya

pelayanan prma di BEPP Ketindan antara lain

¢ Dilakukan peningkatan kompetensi budaya pelayanan prima atas nama
Nadif limiah, Heny Wulansari dan Rama Santoso;

« Pelayanan mudah diakses melalui berbagai media seperti SIPPN, Media
Cetak, Media Sosial, Website, Whatsapp Center dan Datang langsung
ke kantor;

¢ Terdapat inovasi pelayanan seperti SIMPHONI EMAS, MICESSLA,
HALOWID, SIPEPSI, LAPOR PAK, EDUMAS, TEGAR PIROLISATOR;

* Terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas
pelayanan apabila melanggar aturan yang ditetapkan pada Keputusan
Kepala Balai Nomor 21/Kpts/OT.080/1.14.1/01/2025 tentang Pedoman
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pemberian Reward dan Punishment pada pelaksana dan pemberian
kompensasi,

« Terdapat sistern pemberian kompensasi berupa tumbler, mug dan
baolpoin apabila ada ketidaksesuaian dalam pemberian pelayanan yang
dilakukan oleh petugas pelayanan kepada pengguna layanan yang
ditetapkan pada Keputusan Kepala Balal Nomaor
21/Kpts/OT.080/1.14.1/01/2025 tentang Pedoman pemberian Reward
dan Punishment pada pelaksana dan pemberian kompensasi,

+ Penambahan fasilitas ramah disabilitas dan fasilitas ramah anak.

Gambar 18. Fasilitas Ramah Disabilitas dan Ramah Anak

. Pengelolaan Pengaduan

Beberapa kegiatan dalam rangka pengelolaan pengaduan di BBPP

Ketindan antara lain -

» Terdapat media pengaduan dan konsultasi terintegrasi dengan SP4N-
Lapor dan inovasi pengaduan masyarakat secara online melalui aplikasi
edumas BBFP Ketindan dan Sahabat Integritas “SINTA" BBPP
Ketindan;

« Telah membentuk tim pengelola pengaduan dan konsultasi melalul SK
Kepala Balai Nomor 10/Kpts/PW.300/PW.300/1.14.1/04/2025 tenlang
Penunjukan Petugas Pengeloiaan Pengaduan Masyarakal pada BBPP
Ketindan Tahun 2025;

¢ Dilakukan pemantauan, dan evaluasi serta tindak lanjut dan pengaduan
masyarakat yang masuk dan disusun laporan setiap triwulan sekall

. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

BBPP Ketindan telah melaksanakan survel kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan yang dibuktikan dengan dokumen Laporan Survei Kepuasan

Masyarakat yang disusun setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Pelaporan Hasil SKM dapat dilihat melalui website dan infografis SKM

melalul media sosial BBPP Ketindan.
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Gambar 19. Grafik Nilai Survey Kepuasan Masyarakat BEPP Ketindan Tahun
2024 sd. 2025

Grafk IKM Semester Tahun 2024 s.d. 2025

3.7 LI

-

l\:________
o

e

u:}//

Trmwgin 1 Toliaa Twewsbe § 1 a@jes Seswate | Taljne  Vesaauter J Taliis
Feda Fantt | F oy FLFLY

Dilakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut terhadap 3 unsur nilai
terbawah dibuktikan pada Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat yang disusun setiap semester. Pada semester 1
tahun 2025 telah ditindaklanjuti 100% atas 3 unsur nilai terendah SKM
periode semester 1 tahun 2025 yailu pada unsur biayaftarif, waktu
penyelesian dan produk spesifikasi jenis layanan.

Il. KOMPONEN HASIL
Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Kerupsi dan
WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama
yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil
pelaksanaan sebagai berikut:
1. Birckrasi Yang Bersih dan Akuntabel
Berdasarkan hasil survey pengukuran atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks
Persepsi Anti Korupsi / IPAK) didapatkan hasil rata rata responden menjawab
pada skala mendekati skor 4 sehingga dalam hal ini menunjukan bahwa
pelayanan anti korupsi di BBPP Ketindan tidak ada hal yang melanggar
dalam pelaksanaan anti korupsi sesuai item pada kuesioner dengan nilai
3.80.
2. Pelayanan Publik Yang Prima
Berdasarkan hasil survey pengukuran atas Hasil Survei Eksternal Kualitas
Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP) didapakan hasil
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rata rata responden menjawab pada skala mendekati skor 4 yang artinya
kualitas layanan di BBPP Ketindan baik dengan nilai 3.71.

B. KENDALA
Secara umum pelaksanaan rencana kera pembangunan Zona Integritas di
lingkungan BBPP Ketindan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau
hambatan yang berarti.

21



BAB I
PENUTUP

Dari hasil uraian monitoring dan evaluasi yang dipaparkan pada bab sebelumnya,

dapat

disimpulkan sebagai berikut .

1. Manajemen Perubahan
Dalam membangun Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Karupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). BBPP Ketindan telah
melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Manajemen Perubahan.
Program dan kegiatan ini bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme
kera organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN
menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga
dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang
semakin meningkat. Rencana Kerja pada area Manajemen Perubahan Tahun 2025
telah teraalisasi 100%.

2. Penataan Tatalaksana
Dalam membangun Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah
melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Tatalaksana.
Program dan kegiatan ini berfujuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas sistem, proses dan prosedur kefja vang jelas, efektif. efisien dan terukur.
Indikator dilakukannya penataan tata laksana inl adalah lersusunnya prosedur
operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama, e-office, dan keterbukaan informasi
publik. Rencana Kerja pada area Penataan Tatalaksana Tahun 2025 telah
terealisasi 100%.

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah
melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hai Penataan Sistem
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Program dan kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan profesionalisme SDM di BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada
area Penataan Sistem Manajemen SDM Tahun 2025 telah terealisasi 100%.
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4. Penguatan Akuntabilitas
Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah
melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Akuntabilitas.
Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja di BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penguatan
Akuntabilitas Tahun 2025 telah terealisasi 100%.

5, Penguatan Pengawasan
Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kepala BBPP Ketindan telah
melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan
Pengawasan. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pengawasan dan penilaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kepala
BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penguatan Pengawasan Tahun 2025
telah terealisasi 100% dikarenakan wilayah 'Whistle Blowing System" tidak
dilaksanakan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan akan tetapi melekat
di Kementerian Parianian.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan teiah
melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hai Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
dan inovasi pelayanan publik pada BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025 telah terealisasi 100%.
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